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KATA PENGANTAR

Banyaknya kasus perceraian yang mencuat di pemberitaan media masa
begitu mengkhawatirkan. Tercatat di sebuah pemberitaan ada 100an
pasangan yang mengajukan gugatan cerai setiap harinya. Dengan kata lain
ada sekitar 100 orang isteri yang akan menjadi janda, dan 100 orang suami
akan menjadi duda setiap harinya. Tentu berita ini perlu penelusuran lebih
lanjut, apa sesungguhnya yang menjadi pokok persoalan pada pasangan-
pasangan suami isteri ini, apalagi jika ini terjadi di lingkungan yang menganut
budaya matrilineal seperti masyarakat Minang.

Padahal dari satu sisi, Pengadilan Agama melalui Mahkamah Agung sudah
mewajibkan mediasi ketika perkara perceraian bermuara ke Pengadilan
Agama. Ada begitu banyak perkara perceraian yang diperiksa dan diputus
oleh Pengadilan Agama meskipun banyak di antara pasangan suami isteri
yang tidak hadir ke persidangan sehingga perkara tersebut dapat diputus
dengan Verstek, tetapi dalam perkara di mana kedua belah pihak hadir di
persidangan tentu harus menempubh jalur mediasi ini.

Mediasi sesungguhnya merupakan solusi terbaik dalam menyelesaikan
perkara di Pengadilan Agama, karena hal ini merupakan suatu kewajiban.
Oleh karenanya, penulis merasa perlu melihat dan mendalami melalui jalur
penelitian bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama,
khususnya di Pengadilan Agama Bukittinggi. Apalagi ditambah dengan adanya
perkembangan dan pembaruan sistem saat ini dengan adanya mediator
bukan hakim yang dapat melaksanakan proses mediasi tersebut.

Penulis menyadari, bahwa dalam buku ini, masih terdapat banyak
kekurangan di sana sini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan pada
para pembaca untuk dapat memberikan masukan, kritikan dan saran kepada
penulis demi perbaikan di masa mendatang.



Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak
yang telah membantu khususnya kepada Ibu-Bapak Hakim Pengadilan Agama
Bukittinggi, yang telah memberikan dorongan dan bantuan sehingga buku ini
dapat terbit. Semoga Allah SWT membalas dan menilainya sebagai amal
Sholeh di sisi-Nya. Amin.

Bukittinggi, Maret 2023

Penulis
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BAB

GAMBARAN UMUM
PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia sebagai lembaga
Negara yang dijamin keberadaannya menurut Undang-Undang Dasar 1945
dengan tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Peradilan Agama dalam menjalankan tugasnya dimulai dari proses
penerimaan perkara, memeriksa dan memutus perkara tersebut melalui
majelis hakim dalam persidangan, serta sampai pada tahap pelaksanaan
putusan (eksekusi), Peradilan Agama harus selalu dalam koridor, bingkai, dan
pengawalan hukum acara.! Sebab apabila lalai atau bahkan sengaja tidak
menerapkan hukum acara yang berlaku, maka berakibat fatal dan menjadikan
mentah kembali seluruh proses penanganan perkara yang telah berlangsung
lama. Dalam hal ini pihak yang paling dirugikan dan diterlantarkan adalah
masyarakat pencari keadilan.

1 Hukum Acara Peradilan Agama ialah peraturan hukum yang mengatur tentang cara
mentaati hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau tentang cara bertindak di
Pengadilan Agama dan tentang cara hakim melaksanakan hukum sebagaimana mestinya. A.
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1998), Cet. ke-2, h. 9



BAB

GUGATAN DAN MEDIASI DALAM
TEORI DAN PELAKSANAANNYA

A. GUGATAN DAN PERMOHONAN
1. Pengertian dan Unsur-Unsurnya

Manusia dalam berintegrasi satu sama lain dalam kehidupannya, sering
menimbulkan konflik. Konflik ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai,
tetapi adakalanya konflik itu berakhir dengan ketegangan yang terus menerus
sehingga menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak. Agar dalam
mempertahankan hak masing-masing pihak tidak melampaui batas dari
norma-norma yang telah ditentukan, maka perbuatan semaunya sendiri
harus dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan
menimbulkan kerugian, maka orang-orang yang merasa haknya dirugikan
tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sesuai dengan
prosedur yang telah ditentukan.®

Dasar-dasar landasan pemeriksaan gugatan dan pembuktian kebenaran
suatu hak di persidangan pengadilan, bertitik tolak dari gugatan yang diajukan
oleh pihak penggugat atau para penggugat. Oleh karena itu, maka teknik atau
cara-cara penyusunan surat gugatan sangat penting dikuasai, baik oleh bagian
yang menerima perkara maupun oleh hakim, untuk membantu para pihak
yang mengajukan gugatan sejauh yang dibenarkan oleh ketentuan-ketentuan

10 Abdul Manan, Mimbar Hukum dan Peradilan (Jakarta : Pusat Pengembangan Hukum
Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009), h. 133



BAB

MONOGRAFI PENGADILAN
AGAMA BUKITTINGGI

A. SEJARAH PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

Pengadilan Agama Bukittinggi pada awal berdirinya dengan menyewa
rumah penduduk pada tahun 1957 berlokasi di Jalan Sudirman Bukittinggi (di
samping kantor pos sekarang yang dirubah menjadi Apotek Saiyo), berkantor
semenjak tahun 1957 sampai tahun 1971 yang dipimpin oleh Buya Syekh
Sulaiman Ar-Rasuli (Inyiak Canduang), yang berasal dari Canduang Kecamatan
IV Angkek Canduang Kabupaten Agam Sumatera Barat. Pada tahun 1971
Pengadilan Agama Bukittinggi pindah ke Jirek (Akademi Perawat sekarang) di
Jalan Veteran sampai tahun 1975 di rumah penduduk. Kemudian Pengadilan
Agama Bukittinggi pindah lagi ke Jalan Tanmalaka Ombilin Bawah Nomor 4
Belakang Balok Bukittinggi dari tahun 1997 sampai tahun 2003. Karena lokasi
Pengadilan Agama Bukittinggi yang di Belakang Balok berada di komplek
perumahan penduduk, maka Pengadilan Agama Bukittinggi pindah lagi ke
komplek perkantoran Balai Kota Bukittinggi di Jalan Kusuma Bakti Gulai
Bancah dari tahun 2003 sampai 16 Agustus 2007. Karena adanya
pembangunan gedung kantor baru Pengadilan Agama Bukittinggi di komplek
perkantoran Balai Kota Bukittinggi, maka untuk sementara Pengadilan Agama
Bukittinggi pindah ke Jalan Merapi, komplek eks APDN dengan sistem
pinjaman kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sekarang sudah
berkantor tetap di Gulai Bancah Bukittinggi Sumatera Barat.



BAB
4

KESIMPULAN

Dari hasil wawancara penulis berkesimpulan bahwa mediasi di Pengadilan
Agama Bukittinggi sebagaimana yang diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan, jika dikaitkan dengan Konsiderans (latar belakang) keluarnya
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, semua umum belum
efektif, tetapi dari keberhasilan sudah terlihat tanda-tandanya, semoga
mediasi ini semakin meningkat tingkat keberhasilan setiap tahunnya.

Ada beberapa faktor belum efektifnya tingkat keberhasilan mediasi sesuai
dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008:

a. Kurangnya Peran Keluarga

Pengalihan tanggungjawab terhadap anak-anak dari saudara laki-laki ibu
(mamak) kepada ayah secara tidak langsung berpengaruh terhadap
budaya/karakter orang Minangkabau. Ketika terjadi pertengkaran dalam
perkawinan anak kemenakan, biasanya diselesaikan oleh ninik mamak
dan keluarga kedua belah pihak. Sehingga pertengkaran yang terjadi bisa
didamaikan dengan baik oleh keluarga kedua belah pihak. Namun yang
terjadi sekarang, ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga anak
kemenakan, keluarga kedua belah pihak tidak mau ikut campur dalam
menyelesaikannya. Seolah-olah persoalan tersebut adalah persoalan
mereka berdua.
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enyelesaian perkara cerai thalak dan

gugatan cerai di Pengadilan Agama
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mengeluarkan PERMA yang antara lain
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